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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1B TAHUN 2003
TENTANG

- RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG -MAFHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Retribugi Kebersihan tidak sesuai lagy
dengan perkembangan, oleh karena itu dalam rangka men iptakan
kebersihan dan keindahan lingkungan serta peningkatan pelayanan
persampahan/kebersihan perlu mengatur tentang Retribusi Kebersihan,

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas petIn diatur dan ditetapxan dengan
Peraturan Daerah. :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tergah,

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-urviang Nomor 34
Tatun 2000 tentang Perubahan atas Undang-indang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3 Undang-undaxlg Nomor 23 Tahun 1997 fentang Pengelolaan
Linglkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dazerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangaa
Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 bcntang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor
7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lerabaran
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat I Karanganyar Tahun 1991
Nomuor 49).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

BABI
, KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
| a Daerah adaluh Kabupaten Karanganyar;

. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain scbagai
Badan Eksekutif Diserak;

¢. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan 'Icrbatas Perseroan
, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
i dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Konggi, Koperasi, Yeyasan,
¥ atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap seita
Bentuk Badan Usaha lainnya;

¢. Pejabat yang ditunjuk adalab pegawai yang diberi tngas di bidang perizinan dan
pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Sampah adalah linbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari - -

| kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dar bahan organik dan anorganik,

: logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan

sampah berbahaya;

g Tempat Pembuangan Pertama yang selanjuinya - disebut IPP 4dalah tcmpat

penampungan sampah dar lingkungan rumah tangga, kantor :atau tempat tinggal/
tempat usaha lainnya;’
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h. Tempat Pembaangan Akhir yang sclanjutmya disebut TPA adalah tempat untuk
menampung, mengolah, dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah
Dacrah; -

i Tempat Permbuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
penampungan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut
ke TPA,

j- Retribusi Jaca Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan; : '

1

| k. Retribusi Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa
| pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atan diberikan oleh
1 Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
t

L. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratnran perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

m.Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah
Surat yang dipergunakan olch wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran retribusi;

0. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yar.g menentukan besarmya jumiah rewribusi yang terutang;

p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama  Retribusi  Kebersihan  dipungut  Refribusi  atas  pelayanan
persampahan/kebersihan  baik langsung maupun tidak langsung yang diberikar oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah :
a. Pengarabilan dan pengangkutan sampah dazi TPP/TPS ke TPA.
b. Penyediaan TPS dan kontainer.
¢. Penyediaan TPA
d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah.
(2) Dikecualikan dari objek retiibusi adalah ;

a., Pelayanan kebersihan jalan umum.

b. - Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum yang tidak dikomersialkan.
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Pasal 4

(1) Subjek PRetribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
pembayaran Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi gebagaimans dimaksud Pasal 2 Peraturan Daeran ini termasuk golongan
Retribusi Jasa Urnum.

BAR IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

i (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah
| sampah organik dan anorganik, logam dan ron logarm serta berbahaya dan tidak
berbahaya. ‘

! (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditentukan
dengan berbagai pendekatan yaitu luas lantai dan bangunan, jumiah pengunjung,.
konsumen, pelanggan atau sebutan satuan lain yang berlaku bagi penetapan objek
pelayanan fasilitas pelayanan umum yang ada.

BAB VY
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk biaya
penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadilan.

(2) Biaya scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan,
| pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampab {ermasuk penyediaan
lokasi TPA.

Pasal 8
1 Struktur dan besarmya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1 Untuk Rumah Tangea

1. Ibu Kota Kabupaten, Kota Kecamatan,
Kawasan Palur Rp. 1.500,00/bln

2. Pedzsaan Rp. 1.000,00/bln

Paraf : x

-‘ (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas .



3. Perumahan
a) Kawasan I
b) Kawasan Il
¢) Kawasan (I

! b, Untuk Usaha

1. Rumah Makan
a) Dalam Kawasan Wisata

1) Besar ‘
2) Menengah
3 Kecil

b) Di Luar Kawasan Wisata

1) Besar
2) Menengah
3) Kecil

2. Bengkel

a) Besar
b) Menengah
¢) Kecil

3. Pertokoan

a) Toko Besar
b) Toko Menengah
¢) Toko Kecil

4. Hotel/Penginapan

a) Hotel Bintang I s/d IIT
b) Hotel Bintang IV s/d V
¢) Hotel Melati

d) Pondok wisata -

. Kios Pasar/PKL

. Kios Tingkat Pasar |

. Pedagang Pasar

. Gedung Pertemuan

. Peternakan

10. Garasi Perusahazn Angkutan

a) Bus/Truk
b) Non Bus

11. Proyek pembangunan fisik

O 0 9 O W

¢. Untuk Perusaliaan/Industyi
1. Perusahasn/Industri Besar

2. Perusahaan/Indusiri Menengah

3. Perusahaan/Indusini Kecil

5.000,00/bln
4.000,00/bin
3.000,00/bIn

500,00/hari
400,00/hari
300,00/hari

400,00/hari

300,00/hani

200,00/hari

5.000,00/bln .

3.000,00/bln
1.000,00/bln

5.000,00/bin
3.000,00/bln
1.000,00/btn

25.000,00/bin

. 75.000,00/b

15.000;00/bln:

5.000,00/bln’
ZO0,00/han ;

300, oomaxi
100, OOIhan

15.000 OO/pcr pcmakman
e 000 OO/blh

i

25.000,00/bin
5.000,00/bln

10.000,00/ln |

Rp. 50.000,00/bly"
Rp. 25.000,00/bin

Rp.

5.000r"bO/bln
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d. Unruk Tempat Pelayanan/Fasilitas Umum
1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Balai
Pengobatan Rp. 100,00/hari/pasien
2. Puskesmas Rp. 10.000,00/bln
3. Pasar Hewan
&) Hewan Besar Rp.  200,00/hari/ekor
b) Hewan Kecil Rp.  100,00/hari/ekor
4. Terminal Bus/Non Bus
a) Bus . Rp.  200,00/bus/sekali masuk
b) Non Bus - Rp.  100,00/sekali masuk
5. Kantor Perbankan
a) Bank Umum Rp. 25.000,00/bln :
b) Bank Perkreditan Ralcyat Rp. 10.000,00/bln i
6. Perguruan Tinggi
a) Besar Rp. 30.000,00/bla
b) Menengah Rp. 20.000,00/bln
¢) Kecil Rp. 10.000,00/bln
7. Sekolah
a) SD dan yang sederajat Rp. 5.000,00/bln
b) SLTP dan yang sederajat
1) Besar Rp. 15.0C0,00/bln
2) Menengah Rp. 10.000,00/bln
3) Keeil Rp. 5.000,00/bln
¢) SLTA dan yang sederajat
1) Besar Rp. 15.000,00/bln
2) Menengzah Rp. 10.000,00/bin
3) Ketil Rp. 5.000,00/bln
8. Tempat Praktek Dokter Rp. 5.000,00/bln
9. Kantor Pemerintah / Swasta, Apotik, Notaris,
Pengacara, Laboratoriuin dan lain-lain yang
dapat dipersamakan sebagai tempat pelayanan
umum Rp. 5.090,00/bln
e. Untuk Lokasi Obyek Wisata dan Tempat Olahraga
1. Wisatawan Masuk Obyek Wisata Rp.  100,00/orang/sekali masuk - °
2. Tempat Olahraga
a) Gedung olah raga :
1) Langganan Rp. 3.000.00/kIn/club.
2) Insidentil : Rp.  6.000,00/hari/club.
b) Lapangan tenis. :
1) Langganan ‘ Rp. 5.000,00/bin/club.
2) Insidentil Rp. 10.000,00/hari/club.
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¢) Lapangan olzh raga lahlﬁya :

1) Lar‘tggax?an T Rp.  5.000,00/bin/club.
2) Insid=ntil Rp.  7.500,00/hari/club.
d) Kolam Renang Rp. 100,00/orang

€) Tempat olah raga untuk kepentingan
selain olah raga (pameran, keramaian

umum dll) Pp. 100,00/pengunjung/hari.
{ f) Pembuangan sampah sendiri ke TPA oleh
1 orang pribadi atau badan Rp. 5.000,00/m3
BAB VI
WILAY AL PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

| BAB VII
; SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

E BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi idak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau lurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (qua’ pcbcn)
per bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
t STRD. -
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. TATA CARA PEMBAYARAN
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Pasal 13
(1) Bupati menetapkan tangpal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai

waktu yang dxtcmukan dcngan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD
Tambahan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disctor ke Kas Dacrah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi haruq dilakukan secara tunai.
(2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi scbagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peratwran Daerah
ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X1
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16
(1) Surat Teguran atau Pcringatan scbagai awal tindakan penagihan retiibusi terhutang

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Pcnngatan,
wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang,

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi -
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Rupati.



BAB XII
. - .KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (emrpat) kali jumlah retribusi terutang,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran,

BAB X1V
PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewenang
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi i
dacrah.

| (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

| a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
‘ berkenzan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
| laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerzh tersebut;

; ¢. meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau badan schublingan

' dengan findak pidana di bidang retribusi; : _ :

" d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk meﬁdapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan - dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta baniuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

g menyuruh berhent, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
| . saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
l dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

“h , memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

& } memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
.. atau saksi;

J. 'menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tinduk pidana
' . dibidang retribusi dacrah menurut bukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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(3) Penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan tindak’ pidaia dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penantut
Umum sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah

Tingkat I Karangaryar Nomor 12 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan dinyatakan
tidak berlzku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut olek Bupau
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di I\dranganyar
pada tangg,al 17 geni 2092

Karanganyar
17 quni 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR
TAHUN 2002 NOMOR 2% SERI ¢,7



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MOMOR 0 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

L PENJELASAN UMUM

Bahwa kegiatan pengelolaan lingkungaﬁsangat diperlukan untuk menciptakan
keléstarian lingkungan, kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga
perlu  dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengendalian operasional dari

pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemuanalﬁn sampah agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan lingkungan yang lestari, bersih,
indah dan schat.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor
12 Tahun 1994 tentang retribusi kebersiban sudab tidak sesuai Jagi dengan
perkembangan oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan
pengawasan kegiatan pengelolaan kebersihan perlu ditinjau kembali. =

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Pcraturan
Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 : : Cukup jelas

Pasal 2 : . Yang dimaksud tidak langsung adalah Pelayanan

Sampah dengan Sistem Modul, sedang yang
dimaksud dengan langsung adalah pelayanan yang

diberikan secara langsung,.
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasgal § :  Cukup jelas
Pasal 6 :  Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) :  Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan sewa lokasi TPA adalah
" TPA dapat disewa oleh siapapur, baik orang atau
- Badan kecuali untuk pembuangan B3
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Pasal 8 hurufa angka 1
hurefa angka 2 |
huruf a angka3

huruf b angka 1

%

huruf b angka 2

huruf b angka 3

‘huruf ¢

huruf d angka 1 s.d. 5
huruf d angka 6

huruf d angka 7 a)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Kawasan I adalah
perumahan yang terletak lebih dari 30 km dari
TPA, Kawasan II adalah perumahan yang
terletak 15 km sampai dengan 30 km dari TPA,
dan Kawasan II adalah perumzhan yang
terletak kurang dari 15 km dari TPA.

Yang dimaksud Rumah Makan dengan
klasifikasi :

Besar : jumlah karyawan lebih dar 5
| (lima) orang,

Menengah : jumlah karyawan 3 (tiga) s.d . 5
(lima) orang :

Kecil : jumlah karyawan kurang dari 3
(tiga) orang,

Yang termasuk Bengkel dengan klasifikasi :

Besar : Bengkel Mobhil, Tempat
Pencucian Mobil dan Salon
Mobil.

Menengah : Bengkel Sepeda Motor, Bengkel
Bubut dan Bengkel Las.

Kecil : Bengkel Non Mesin.

: Yang dimaksud Pertokoan dengan klasifikasi :
Besar : Luas Bangunan lebih dari 301 m2 ..
Menengah : Luas Bangunan 101 s.d. 300 m2
Kecil : Luas Bangunan s.d. 100 m2.

: Yang dimaksud Perusahaan/Industri dengan
Klasifikasi :

Besar :Nilai investasi lebik  dan

Rp. 560.000.000,00 i
Menengah : Nilai  investasi lebih  dani
Rp. 200.000.000,00 8.d.
Rp. 500.0:00.000,00
Kecil : Nilai Investasi Rp. 5.000.000,00
8.d. 200.000.000,00

Cukup jelas

: Yang dimaksud Perguruan Tinggi dengan

klasifikasi :

Besar : Jumlah mahasiswa lebih dari 200

orang.
Menengah : Jumiah mahasiswa 100 s.d. 200

orang,
Kecil : Jumiah mahagiswa kurang dari
100 orang.

Cukup jelas
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: Yang dimaksud SLTP dengan Xlasifikasi :

Besar : Jumlah siswa lebih dari 200
orang,

Menengah : Jumlah siswa 100 s.d. 200 orang.

Kecil : Jumlah siswa kurang dari 100
orang..

Yang dimaksud SLTA dengan Klasifikasi :

Besar : Jumlah siswa lebih dari 209
orang.

Menengah : Jumlah siswa 100 s.d. 200 orang,

Kecil : Jumlah siswa kurang dari 100
orang..
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Yang  dimaksud dokumen lain yang
dipersamakan antara lain Karcis masuk, kupon
dan kartu berlangganan.
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